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Lampiran 3. Pedoman Wawancara 

 

Judul 

Penelitian 

: Tata Kelola Jaringan Sinkronisasi Perencanaan dan 
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Informan : 1. Kemenkeu 

2. Bappenas 

3. Kemendagri 
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5. BPKP 

6. BPK 

7. DPR 

8. DPD 
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11. Akademisi 
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A. Panduan Wawancara Untuk Pertanyaan Penelitian Pertama 

“Bagaimana Struktur Jaringan Sinkronisasi Perencanaan dan 

Penganggaran Pembangunan di Indonesia?” 

1. Network Integration 

 Hal apa saja yang perlu diintegrasikan dalam dalam perencanaan dan 

penganggaran pembangunan di Indonesia? 

 Siapa yang berperan dalam mengintegrasikan proses perencanaan dan 

penganggaran pembangunan di Indonesia? 

 Mekanisme apa yang digunakan dalam mengintegrasikan perencanaan 

dan penganggaran Pembangunan di Indonesia 

 Bagaimana peran aktor dalam mengintegrasikan perencanaan dan 

penganggaran daerah kedalam perencanaan dan penganggaran 

Pembangunan nasional? 

 Mekanisme apa yang digunakan dalam mengintegrasikan perencanaan 

dan penganggaran daerah kedalam perencanaan dan penganggaran 

Pembangunan nasional 

 Tantangan dan hambatan apa yang dihadapi dalam proses 

pengintegrasian perencanaan dan penganggaran pembangunan di 

Indonesia? 

 Langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk menghasilkan 

perencanaan dan penganggaran Pembangunan yang terintegrasi? 
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2. External Control 

 Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan  perencanaan dan 

penganggaran Pembangunan di Indonesia 

 Bagaimana proses pengawasan perencanaan dan penganggaran 

Pembangunan di Indonesia? 

 Factor apa saja yang mempengaruhi proses pengawasan sinkronisasi 

perencanaan dan penganggaran pembangunan di Indonesia 

 Langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan fungsi 

pengawasan dalam sinkronisasi perencanaan dan penganggaran 

pembangunan di Indonesia? 

 

B. Panduan Wawancara Untuk Pertanyaan Penelitian Kedua 

“Bagaimana Konteks Jaringan Sinkronisasi Perencanaan dan 

Penganggaran Pembangunan di Indonesia?” 

1. System Stability 

 Siapa yang berperan dalam menjaga stabilitas perencanaan dan 

penganggaran Pembangunan di Indonesia? 

 Factor apa saja yang dapat mempengaruhi stabilitas jaringan sinkronisasi 

perencanaan dan penganggaran Pembangunan di Indonesia? 

 Langkah apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga stabilitas jaringan 

sinkronisasi perencanaan dan penganggaran Pembangunan di Indonesia 

2. Resource Munificience 

 Sumber daya apa saja yang dimiliki aktor dalam jaringan yang dapat 

digunakan dalam sinkronisasi perencanaan dan penganggaran 

Pembangunan di Indonesia? 

 Bagaimana para aktor mengelola sumber daya tersebut dalam proses 

sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Indonesia? 

 Factor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan sumber daya dalam 

jaringan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan di 

Indonesia? 

 Bagaimana cara agar dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas 

sumber daya yang dimiliki aktor dalam proses sinkronisasi perencanaan 

dan penganggaran Pembangunan di Indonesia? 
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C. Panduan Wawancara Untuk Pertanyaan Penelitian Ketiga 

“Bagaimana Kapabilitas Jaringan Sinkronisasi Perencanaan dan 

Penganggaran Pembangunan di Indonesia?” 

1. Reflexivity 

 Bagaimana kapabilitas aktor dalam menghadapi berbagai  kerangka acuan  

dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran Pembangunan di 

Indonesia? 

 Bagaimana saran dan masukan dari aktor untuk meningkatkan kapabilitas 

jaringan dalam menerjemahkan tujuan Pembangunan nasional kedalam 

dokumen perencanaan dan penganggaran Pembangunan di Indonesia? 

2. Resilience 

 Bagaimana kapabilitas aktor dalam menghadapi perubahan kebijakan dan 

ketidakpastian lingkungan dalam proses perencanaan dan penganggaran 

pembangunan di Indonesia? 

 Bagaimana saran dan masukan dari aktor untuk meningkatkan kapabilitas 

jaringan dalam menghadapi perubahan kebijakan dan ketidakpastian 

lingkungan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan 

di Indonesia? 

3. Responsiveness 

 Bagaimana kapabilitas aktor untuk  merespon perubahan agenda 

pemerintah dan tuntutan ekspektasi  masyarakat dalam proses 

perencanaan dan penganggaran pembangunan di Indonesia? 

 Bagaimana saran dan masukan dari aktor dalam merespon perubahan 

agenda pemerintah dan tuntutan ekspektasi  masyarakat dalam proses 

perencanaan dan penganggaran pembangunan di Indonesia? 

4. Revitalization 

 Bagaimana kapabilitas aktor dalam memecahkan masalah dan mencari 

jalan keluar atas kebuntuan/stagnasi yang dihadapi dalam  proses 

sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan? 

 Bagaimana saran dan masukan dari aktor untuk meningkatkan kapabilitas 

jaringan dalam memecahkan masalah dan mencari jalan keluar atas 

kebuntuan/stagnasi yang dihadapi dalam proses sinkronisasi perencanaan 

dan penganggaran Pembanguan? 
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